PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PADANG LAWAS,

' bahwa memenuhi ketentuan Pasal (6) Peraturan Daerah Nomor

Tahun 2020tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Padang Lawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5887,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Perangkat Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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16.

17.

18.

Menetapkan :

PERATURAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425};
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07
Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat
Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
MEMUTUSKAN

BUPATI PADANG

LAWAS TENTANG

BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai

berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Dana Perimbangan Rp.
¢. Lain - Lain Pendapatan Rp.

yang sah

Jumlah Pendapatan Rp.

2. Belanja Daerah

72.583.553.644,00
796.435.789.422,00
298.210.998.900,00

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai

Rp. 370.067.957.234,00

2). Belanja Bunga Rp. 0,00
3). Belanja Subsidi Rp. 0,00
4). Belanja Hibah Rp. 17.882.348.915,00
5). Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.451.580.000,00
6). Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00

7). Belanja Bantuan Keuangan  Rp.

307.662.886.107,00

1.167.230.341.966,00

8). Belanja Tidak terduga Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 699.064.772.256,00
b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 18.320.584.000,00
2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 244.,227.874.332,00
3). Belanja Modal Rp. 243.416.321.524,00
Rp. 505.964.779.856,00
Jumlah Belanja Rp. 1.205.029.552.112,00
Surplus/ (Defisit) Rp (37.799.210.146,00)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 37.799.210.146,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 37.799.210.146,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp (0,00)
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Pasal 2
RingkasanPenjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
PenjabaranAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita
Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada Tanggal 2019

BUPATI PADANG LAWAS,

N

- .

ALI SUTAN HARAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANGLAWAS,
e
/RP NST

ERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2019 NOMOR 35
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